
Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka
ayat (3) peraturan

Pengelolaan Keuangan

Anggaran 2013;

G tJBEI IN tJ I t  ( ; ( ) l r (  )N .1 . . \  t . t )

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR u TAHUN 2A12

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN MHMAT TUHAN YANG IqNUR TSN

GUEERNUR GORONTALO-

pelaksanaan ketentuan dalam pasal :.,
Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Daerah, perlu Standar Satuan Hargp Tahur:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perru menetapkan perdturan Gubernur Gorontaro tentang
Standar Safuan Harga Tahun Anggaran 2013;

:1- Undang-undang Nomor 3g rahun 2000 tentang pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negard Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 258, fambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo\ .+060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia trlomor 42g6);

3' undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2o.*
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4' Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
LemfE;6n Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5' undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenrang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambi
Nomo r 443 7) ."0"n jil 

":"::;" i"H;: ff 
':'fi j",..ffi;

oengan Undang_Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang perubahai,
Kedua atas Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenrang perimbangait
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120,
Tamb-ahan Lembaran Negara Republik Indonesra Nomor 443g) l

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentl
Peraturan perundang_undangan (Lembaran Negara Repubiii.
Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukarr
Keuangan Kepara Daerah dan wakil Kepara Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4027);

9. Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 teneng pinjar.jn
Daerah (Lembaran Negara Repubrif Indonesia -Tahun 2005 Noiaor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia f,lorno|.
as74);

10. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

11. Perafuran pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 rentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 13g, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

12. Perdturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tenEng pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578); 

I
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedomaii

Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1S0, Tambahai-r

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5);
14. Peraturan Pemerinfah Nomor B Tahun 2006 tentang pelapor€-.

Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negai;
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukj.
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4659) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahon 2007 tentang perubahan Ketiga AtE.
Perdturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukar,
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dar'l Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20rli
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan .Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negard Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17- Peraturdn pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577); _i
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Menetapkan

19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang pengeloiaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Gorontalc
Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang pemberti.:t,..
Organisasi dan Tata Keda Sekretariat Daerah dan S€kt-.:,r =r_:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Gorontalo (Lemba.a_
Daerah provinsi Gorontalo Tahun 2007. Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Nomor 4);

21. Perafuran Daerah niomor 6 Tahun ZOAT tentang pember:, , ,. ,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas_Dinas Daerah prgvinsi Gorg, rtctt
( L e m b a r a n D a e r a h P r o v i n S i G o r o n t a | o T a h u n 2 0 0 7 N c m r r

Tambahan Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Nomor 5);
2Z.Pemb.ran Daerah Nomo r 7 Tahun 2002 tentang pemh.

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga_Lembaga Teknis
Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah provinsi Goiui ji.5,-
Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah r.
Gorontalo Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tenrang pembentuKati
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan pengurus ,.. ,,:
Pegawai Negeri sipir Repubrik Indonesia provinsi GL, -.. -;;,
(Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Tahun 2009 Ncr;
Tambahan Le4baran Daerah provinsi Gorontalo Nomor 04):

24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang pember,._^iirt
Badan penanggulangan Bencana provinsi Gorontato (t_
Daerah provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 06, T",
Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Nomor 05);

zs.Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang pem[,,;
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi penyui{,i}an
Pertanian, perikanan dan Kehutanan provinsi Gorontalo (L€.i -,I:
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 07, Tal,. . i ran
Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA IAI..IUN
ANGGAMN 2013
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pasal 1
Standar satuan harga adalah satuan biaya seUnggi tingginya yanodigunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kineria.

pasal 2
Standar satuan harga tahun anggaran 2013 digunakan seDagai p€(u :,'bagi satuan kerja perangkat daerah selaku.pengguna anggaran dale*:menyusun Rencana Keq'a Anggaran _ Satuan fe6a eerangtat DFerahTahun Anggara n 2OL3.

pasal 3

(t) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud datam pasal 1 danPasal 2 terdiri dari standar safuan harga bersifat umum dan stanc_arsafuan harga bersifat khusus.
(2) Standar satuan harga yang bersifat umum

standar satuan yang penggunaannya bersifat
perangkat daerah.

(3) Standar satuan harga yang bersiFat khusus (SSHK) adalah >i..
satuan untuk kegiatan khusus dilaksanakan oteh satuan ,r..,ja
perangkat daerah tertentu serta untuk kegiatan teftentu.

pasal 4
(1) SSHU sebagaimana dimaksud datam pasat 3 ayat (2) adalah

seDagaimana ditetapkan di dalam:
a. Lampiran I tentang SSHU Belanja Tipak Langsung, Jenis Beianjapersonal;

b. Lampiran II tentang SSHU Belanja Langsung, Jenis geianja
personal;

c, Lampiran III tentang SSHU Belanja Langsung, Jenis gelanja
BarangDasa;

d. Lampiran IV tentang SSHU Belanja Langsung, Jenis Belanja
Barangpasa _ perjalanan Dinas;

e. Lampiran V tentang SSHU Belanja Langsung, Jenis Belanja
Modal Tertentu.

(SSHU)  mer r : .

lintas satuan ) I.

(2) SSHK sebagaimana dimaksud dalam pasal
sebagaimana ditetapkan di dalam Lampiran
Belanja l_.angsung, Jenis Belanja Barang/Jasa
tertentu.

3 ayat (3) adatah
VI tentang SSHK

- Pedalanan Dinas
I

-J
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Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Aga seUap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya datam
Provinsi Gorontalo.

pengundar, j .J,

Berita t:
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
1 Oktober 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
1 Oktober 2012
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